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Pengadaan pesawat udara melalui perjanjian leasing di Indonesia menjadi salah satu cara maskapal
penerbangan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan mahalnya biaya pengadaan pesawat udarajika
melalui jua beli. Untuk membantu pengadaan pesawat udara tersebut, Indonesia telah mengaksesi Konvensi
Cape Town 2001 beserta protokolnya dan telah melakukan penyesuaikan dalam Undang-Undang
Penerbangan 2009. Namun demikian, akses tersebut menyebabkan ketentuan mengenai lembaga jaminan
hipotek atas pesawat yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan 1992 hapus. Dalam
Undang-Undang Penerbangan 2009 hanya menyebutkan bahwa pesawat untuk dapat dibebani kepentingan
internasional yang merupakan terjemahan dari istilah international interest dalam Konvensi Cape Town
2001. Hal tersebut menimbulkan permasalahan lembaga jaminan apakah yang berlaku atas pesawat udara
setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001. Dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian
yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa jaminan yang berlaku atas pesawat udara di Indonesia
setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001 adalah hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162-1232
KUH Perdata dan Pasal 314-315 KUHD. Selainitu, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Penerbangan
2009 yang menyatakan bahwa ketentuan Konvensi Cape Town 2001 beserta Protokolnya berlaku sebagai
lex specialis dalam undang-undang ini sehingga ketentuan Article VII1 |1 Protokol Konvensi Cape Town
2001 yang mengatur mengenai pilihan hukum para pihak berlaku pula untuk menentukan hukum jaminan
atas pesawat udara. Dengan demikian, ketiadaan peraturan yang mengatur mengenai jaminan atas pesawat
udara secara tegas dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 tidak mengakibatkan terjadi kekosongan
hukum karena ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHD tentang hipotek dan ketentuan dalam Konvensi
Cape Town 2001 beserta protokolnya mengenai pilihan hukum berlaku untuk mengatur hukum jaminan atas
pesawat udara.

Aircraft procurement through leasing agreement in Indonesiais one of several ways for airlinesto develop
their business due to the high cost of aircraft procurement by buying and selling. To assist the procurement
of an aircraft, Indonesia has accessioned The Cape Town Convention 2001 and its protocol and also adopted
itin Law Number 1 Y ear 2009 on Aviation. After the accession, the provisions regarding mortgage in Law
Number 15 Year 1992 on Aviation is revoked. In the Cape Town Convention 2001, the term international
interest is defined by Law Number 1 Y ear 2009 on Aviation as an Ildquo kepentingan internasional rdquo . It
raises the question of what securities under Indonesian law applies to the aircraft after the accession of the
Cape Town Convention 2001. In thisthesis will usesjuridical normative research method using secondary
data.
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From the results of the research, the author found the law under Article VIII 11 of the Protocol to Cape Town
Convention 2001 appliesto the aircraft security after the accession of Cape Town Convention 2001. The
provision of Article 1162 1232 Civil Code Indonesiaand Article 314 315 Commercial Code Indonesia on
mortgage still valid. Beside that, the provision of the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol is
applicable under the virtue of the Article 82 of Law Number 1 Y ear 2009 on Aviation states that the
provisions of the Cape Town Convention 2001 as lex speciaisin thislaw. The absence of aircraft security
regulations in the Law Number 1Y ear 2009 on Aviation cannot be considered as alegal vacuum as the
provision in the Civil Code Indonesia, Commercial Code Indonesia and the Cape Town Convention 2001
and Its Protocol provide the laws governing aircraft security.



